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TENTANG

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2021

CAMAT KOTO XI TARUSAN

a. Bahwa dalam rangka memenuhi maksud pasal 115 ayat (3)
Peeraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 tahun
2016 Tentang Nagari terkait dengan Rancangan Peraturan
Nagari Tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
(RAPB) Nagari yang telah disepakati oleh Wali Nagari dan
Bamus Nagari sebelum disahkan menjadi Peraturan Bupati
disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk dilakukan

evaluasi

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Surat

Keputusan Camat Koto XI Tarusan.

1. Undang-Undang Nomor 12

Propinsi

Tahun 1957 Nomor 77)
1958 (Lembaran Negara Repu
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Repu
Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor
Negara (Lembaran Negar
Nomor 47, Tambahan Le

Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repu

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
[ndonesia Nomor 4355);

1 Tahun 2004

4. Undang-Undang Nomor 15T
pengelolaan  dan Tanggung Jawab
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tambahan Lembaran Negara
4400),

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 20

Lembaran Negara Rep
Tahun 2009 Nomor
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Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 25 ) Undang-Undang Drt.
Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 58 Tahun
blik Indonesia Tahun 1958
blik Indonesia

17 Tahun 2003 tentang Keuangan
a Republik Indonesia Tahun 2003
mbaran Negara Republik Indonesia

blik Indonesia

ahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Keuangan Negara
Tahun 2004 Nomor 66,
Republik Indonesia Nomor

09 tentang Pajak Daerah
ublik Indonesia

tribusi Daerah (
(an e 130, Tambahan Lembaran Negara
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Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-Undangan  (Lembaran  Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Repubik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5593);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578),;

11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593) ;

12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tengan Nagari  Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 );

14.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5558) sebagaimana diubah dengan
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16, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desng

17 Peraturan Menteri Dalum Negeri Nomor 80 ‘Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

IH.'l‘rl‘afsurun Daernh Propinsi Sumatera Barad Nomor 2 ‘Tahun
2007 tentang Pokok Pokok Pemerintnhan Nagari,

O Per " " ’ ]
10, Peraturan Daerah Kabupaten Pesinir Selatan Nomor 2 Tahun

20106 tentang Nagari;

Surat Keputusan — Bupati Penisir  Selatan Nomor
l-it\/'.‘.il:l/l{pm/lH'I“'l'h‘/'.'.(‘ll!" tentang  Pendelegnsian Wewenang,
Bupati  Pesinir Selntan - Kepadn Camal Untuk Mengevaluasi
Rancangan Peraturan Nagari Di Knbupaten Pesisir Scelatan,

Membentulk Tim fvalunsi Rancangan Peraturan Nagari Tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanjn Nagari tahun anggaran 2021
sesuni dengan kedudukan dalom tim sebagaimana tertuang pada

lampiran keputusan ini.

alunsi sebapgnimana dimalksud padn diktum kesatu di ntas

Tim ev
(upas nebapad berikut ¢

mempunyai tugas -

1, Melakukan evalunal terhadap  rancangan Peraturan  Nagari
Tentang Angparan Pendapatan dan  Belanjn Nayggari tnhun
anpgaran 2021, yang, terdirt davi

. Pendnpatan Nupari,

b, Belanjn Naogart dang

¢. Pembinyann Nagart,

anaan evalunsi dilnkulkann denpgan cara memperhatikan

dean kepentingan umum  dan Peraturan

ang terkait don yang lebih tingpi puna

ranenngan - peraturan nagari

2. Pelok:
don mempertimbang
Perundang undanpan y
mewujudkan penyempurnani
dimadennd,

3. Apabila penetapan handl  evaluan terhiddap  raneangan
Peraturan Napari Tentang Anpparan Pendapatan dan Belanjn
Nagnri tidak ditindaldanjuti oleh Wali Napari terkait, maka tim
evalunnt dapal menyampaikan panlan pembatalan peraturan

napard ternebul kepndn ot melnlul Camat,
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1. Bupatn Pesisar Selatan (sebaga Lagsaan)

2. Repala Dinas DEMDEPRRR R Rabupaten Pessay Nelatan,
A Kepala Hagian Hukum Setda habupaten Peansn Belatan,
b Yang bersanglutan,
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Nom :
o or : 140/ 2| /KPTS/CMT-TRS/2021
Tenggta:l : Januari 2021
g ::embentukan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Tentang
ggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021.
NO Nama Pangkat/Gol
Denny Anggara, SSTP, M.Ec.Dev Camat
Tris Junaidi, SE Sekcam
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